
 

 

 

BUPATI DEIYAI 

PROVINSI PAPUA 
 

PERATURAN BUPATI DEIYAI 

NOMOR  15  TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
TATA CARA PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI DEIYAI, 

 
Menimbang :    a.  bahwa untuk   meningkatkan pembangunan dan pelayanan 

umum di Kabupaten Deiyai, perlu mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah 

Daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.  bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan 

salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang – 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
c.  bahwa untuk melaksanakan Pajak Daerah sebagaimana 

dimaksud pada pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, 
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Deiyai tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Deiyai tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 
 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2097); 

 

S A L I N A N 



2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3262); sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya 
tengah, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran 
Negara  Nomor 3894); 

6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 

2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4381); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

9. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4959) ; 

 



11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara 5049) ; 

12. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005  

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4593); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 

,Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonsia 

Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4587); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tatacara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang   Pajak Daerah Kabupaen Deiyai; 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai. 

2. Bupati adalah Bupati Deiyai. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Deiyai dan perangkat Kabupaten Deiyai  

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Deiyai. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Deiyai. 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Deiyai. 

6. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deiyai. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai.  



8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 

lainnya.  

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.   

11. Pajak Restoran, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh restoran.  

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 

Pajak.  

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.  

15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 

(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.  

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. 

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah.  

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 



20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 

daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.  

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 

Keputusan Keberatan.  

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak.  

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

 

 

 



29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi 
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 

periode Tahun Pajak tersebut. 

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.  

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh Restoran. 

Pasal 3 

(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.  

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun 

di tempat lain.  

(3) Termasuk dalam obyek pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi : 

a. Restoran 

b. Rumah Makan 

c. Kafetaria 

d. Kantin 

e. Warung 

f. Depot 

g. Bar/kafe 

h. Pujasera/joofcourt 



i. Toko Roti/bakery, dan 

j. Jasa boga/katering 

(4) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak 

melebihi Rp.500.000,00-/bulan (lima ratus ribu rupiah per bulan). 

Pasal 4 

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan 

dan/atau minuman dari Restoran.  

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 

Restoran.  

 BAB III 

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh Restoran.  

Pasal 6 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal 7 

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 8 

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi. 

BAB V 

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal 9 

Pajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender kecuali ditetapkan 

lain oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan kalender. 



Pasal 10 

Saat Pajak Terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di 
Restoran. 

BAB VI 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 11 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala 

Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, paling lambat 3 

(tiga) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. 

(4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII 

PENETAPAN 

Pasal 12 

Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak 

terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1). 

Pasal 13 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 

Bupati dapat menerbitkan:  

a. SKPDKB dalam hal: 

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 

yang terutang tidak atau kurang dibayar;  

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 

tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 

waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;  

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 

dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 

terutang.  

 



c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.  

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 

tersebut.  

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 

pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan ditinjau 

kembali sekurang-kurang 1 (satu) tahun. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai. 

 

Ditetapkan di Waghete 

Pada tanggal  22 Juli 2022  

BUPATI  DEIYAI, 

           ttd 

ATENG EDOWAI 

 

 

 
 

 

 
 



Diundangkan di Waghete  

pada tanggal 23 Juli 2022 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI, 

                            

        ttd  

 

YAN GIYAI     

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2022 NOMOR 15 

 
 


